
SALINAN

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR ll TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengal asumsi kebijalan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2022;

SALINAN 

BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, 

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 

maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 



Mengingat

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Tahun Anggaran 2022 yal]g dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati dalam Berita Acara Kesepakatair antara Bupati

Badung dengan Ketua Dewan Perwakilal Ralryat Dabrah Nomor : 90O / 6983 / SETDA/ BPI(AD pada

tanggal 29 Agustus 2022; eo3 I r7e2 / DPRD

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahar-r Atas Peratulan Daerah Nomor.9 Tahun 2O2l terrta'rg Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Uudang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI Dalam Wilayah

Daera-h-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250);

Mcngingat 
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b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan antara Bupati 

Badung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900/6983/SETDA/BPKAD pada 

tanggal 29 Agustus 2022; 903 / 1792 / DPRD 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1. Pasa] 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahi-in 2OO3 Nornct' 47, Tanrrbahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan
telah diubah beberapa kali, terkahir clengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan
Negar:h dan Stabilitas Sistern Keuangan untuk' Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2olg
(Corzid-19) dan/ateru Dalam Rangka Menghadapi Ancarnan yang membahayilkan Perekonomian Nasionai
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrtin 2A2Q lrlonlt,,r 87, Tarnl:ahatr Lcirrbalan Negara Republik indr:nesia l\omor 6aS5);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimallau telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan peraturan

Peiirerintah Pengganti Llndang-Undang Nomor I Tahun 2O2A tentang Kebijakan Keuangan Negara dait
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2}rc (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem I(euangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambalan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

5.
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan 

telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk' Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, . . . 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomr.rr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

scbagainula telah diuba]r beberapa kali, terakl']ir dengan Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentalrg

I{urbungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

I4dbnesia Talun 2022 Nomor 4, Tambahan Lenibaran Negala Republik Indonesia Nomor 6757);

10. peraturan pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

KepalaDaeral(l€mbafanNegaraRepubliklndonesiaTa}run2o0oNomor2l0,TambaharrLernbafall
Negnra Republik Indonesia'Nomor 4028);

11.pe.aturan pemerintah Nomor 55 Tahr-rn 2OO5 tentang Dana Perimbartgan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

i2. perat|.]ran pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (L€mbaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2ol0Nornorl23,Tambahanl,embarartNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5165);

13. peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

PemerintahDaerah(l,embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olTNomorT3,Tambahanlfmbafarr

Negara RePubtk Indone8ia Nomor 6041) ;

15. peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinal dan

Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1O6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesiia Nomor 6057);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakbir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia-Nomor 4028); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

12.Pereturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



16. peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanal Minimal (Lembaran Negaja

Repr.iblik Indolesia Tahun 2018 NDnor 2, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

12. peraturafl Peme::intah Norr'or 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik

Indoncsia. Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

18. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l€drbaran Negara

Republih lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbarart Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

i9. p€raiur..r: presiden Noner 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Urnum bagi Pegawai Negeri Sipil;

20. peratur.{n Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentarlg Pengadaar Rarang/Jasa Pemerintan, sebagaimana

telah diubah dengan Per.aturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l ter.la]jrg Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan;

21. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompdkan Kemampuan Keuangan

Da€rah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional;

22-peral[rrarr Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TaF'un 2021 tentang Pedoman Penjrusunan Anggaran

pendapatan dan Belarja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 926);

23. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}\n 2O2O tentar.g Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

24. peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok P€ngeloLaal Keuangan

Daera} (l,€mbaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2O18 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 6);
i
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemhbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

19. Peraturat: Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; 

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 6); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (l-P-'r'barar. Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan

I.embaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DBWAN PERWAKILAN R,\I,iYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

- BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Mcretaplian : PERATIrRAN DAERAH TENTANG PERUBAI]AN ATAS PER{TURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah

Rp. 3.252.658.113.952,OO bertambah sejumlah Rp. 1.076.532.196.314,OO sehingga menjadi

Rp. 4.329. 1 90.3 1 0.266,00 dengan rincial sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 2.949.21L.239.952,OO

2. bertambah Rp. 1.134.354.332.023.00

JumlahPendapatanDaerahsetelahperubahan Rp.4.123.565.571.975,00

Mcnetapkan 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PFRATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah 

Rp. 3.252.658.113.952,00 bertambah sejumlah Rp. l.076.532.196.314,00 sehingga menjadi 

Rp. 4.329.190.310.266,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1. Semula 

2. bertambah Rp. l.134.354.332.023,00 

Rp. 2.989.211.239.952,00 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 4.123.565.571.975,00 
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b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 3.252.658.1 13.952,OO

2. bertambah

Jurnlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.279.19O.3lO.266,00

Defisit setelah perubahan Rp. (155.624.738.291,00)

c. 'Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 263.446.874.000,00

b) Berkurang - Rp. {57.822.135.709.0O) -

Jr:mlah penerimaan setelah perubahan Rp. 205.624.738.29I,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 0O,O0

b) Bertambah Rp. 5O.OO0.000.OOO.00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5O.OOO.OOO.0O0,OO

Jurnlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 155.624.738.291,O0

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00,00
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b. Belanja Daerah 

1. Semula 

2. bertam bah 

Rp. 3.252.658.113.952,00 

Rp. 1.026.532.196314,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 

Defisit setelah perubahan 

c. · Pembiayaan 

1. Penerimaan 

Rp. 4.279.190.310.266,00 

Rp. (155.624.738.291,00) 

Rp. 50.000.000.000,00 

00,00 Rp. 

a) Semula Rp. 263.446.874.000,00 

b) Berkurang Rp. (57.822.135.709,00) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 205.624. 738.291,00 

2. Pengeluaran 

a) Semula 

b) Bertambah 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 50.000.000.000,00 

Jumlh Pembiayaan Netto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp. 155.624. 738.291,00 

Rp. 00,00 



B

t1\t"

Pasal 2

pendapatan l)aerah sebagaimana ,limaksud dalam Pasal t huruf a terdiri dari :

a. PendaPatan Asli Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Juinlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

b. PendaPatan Transfer

Rp. 2.O81.22O.339.506,00

Rp. 3.798.774.75O'724,00

Rp. 9A7.99O.9OO.446,00

Bp--- 16.SO0.52O.8O5.0O

Rp. 7.667 .844 -247 .94B,OO

Rp. 978.106.146.948.0O

Rp. 40.688.O 46.4IO,OO

Rp. 12.247'346.000.00

1. Sernula

2. Bertambah

-Iumla.h Pend'apatan Transfer setelah perubahan Rp. 924.79I.42I.251,00

(t) Iicndapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksuci pada ayat (1) huruf a Lerdiri dari-jenis pendapatan:

a. Pajak f)aerah

1. Semuia

2. Bertambah

Jumlah pajak daerah seteiah perubahan

b. Retribusi Daerah

Rp. 2.645.95O.394.896,0O

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 52.935.392.4IO,OO
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Rp. 2.081.220.339.506,00 

Pasal2 

( 1) Pendapatan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula 

2. Bertam bah Rp. 1.117.553.811.218,00 

umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 

b. Pendapatan Transfer 

Rp. 3.198.774.150.724,00 

1. Semula 

2. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

907.990.900.446,00 

16.800.520.805,00 

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 924. 791.421.251,00 

1.667.844.247.948,00 

978.106.146.948,00 Rp. 

Rp. 

2. Bertambah 

(2) Pendapatan sli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

1. Semula 

Rp. 2.645.950.394.896,00 

40.688.046.410,00 

12.247.346.000,00 Rp. 

Rp. 

2. Bertambah 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

b. Retribusi Daerah 

1. Semula 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 52.935.392.410,00 



9

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . Semula Rp. 165.97 I .026.323,00
2. Bertambah Rp. 13.9O5.3g1.772.OO

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan' Rp. 179.g76.40g.095,00

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 206.T 17.Otg.g2S,0O
2. bertambah Rp. - 113.294.936.49g.O0

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 32o.011.95s.323.00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat

1. Semula Rp. T54.959.493.000,00

2. Bertambah Rp. 9.552.425.00o.0o
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. T64.SOS.91g.OOO,OO

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp. 153.037.4 OT .446,00
2. Bertambah Rp. 7.24g.095.g05.0o
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 160.285.503.25l,OO

9 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1. Semula Rp. 165.971.026.323,00 

2. Bertambah Rp. 13.905.381.772,00 

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

setelah perubahan · Rp. 179.876.408.095,00 

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1. Semula Rp. 206.717.018.825,00 

- 2. bertambah Rp. 113.294.936.498,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

setelah perubahan Rp. 320.011. 955.323,00 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Tran sf er Pemerin tah Pu sat 

1. Semula Rp. 754.953.493.000,00 

2. Bertambah Rp. 9.552.425.000,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 764.505.918.000,00 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

1. Semula Rp. 153.037.407.446,00 

2. Bertambah Rp. 7.248.095.805,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 160.285.503.251,00 
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Pasal 3

(l ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp. 2.491.958.773.786,00

2. Bertambah Rp. 647.228.599-093.00

Jurrilah belanja Operasi setelah perubahan Rp. 3.139. I87.372.87T,OO

b. Belanja Modal

1. Semula RP. 411.438.523.743,00

2. Bertambair Rp. - 2II.423.981'O73.OO

.Iumlah belanja Modal setelah perubahan Rp. 622.862.504.816,00

c. Belarr.ja Tidak Terduga

1. Semuia RP' 70.976.685.541'00

2. Berkurang Rp. (9.85a.686'846.OO)

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 61.121.998.695,00

d.Belanja Transfer

1. Semula RP. 278.284.130.882,00

2. Bertambah Rp- 177.734.302'994,00

Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp. 456.018.433.876,00

10 

64 7 .228.599.093,00 

2.491. 958. 773. 786,00 Rp. 

Rp. 2. Bertambah 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: 

a. Belanja Operasi 

1. Semula 

Jumlah belanja Operasi setelah perubahan 

b. Belanja Modal 

Rp. 3.139.187.372.879,00 

- 1. Semula 

2. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

- 411.438.523.743,00 

211.423. 981.073,00 

Jumlah belanja Modal setelah perubahan 

c. Belanja Tidak Terduga 

1. Semuia Rp. 70.976.685.541,00 

2. Berkurang Rp. (9.854.686.846,00) 

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan 

d.Belanja Transfer 

Rp. 622.862.504.816,00 

Rp. 61.121.998.695,00 

1. Semula 

2. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

278.284.130.882,00 

177.734.302.994,00 

Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp. 456.018.433.876,00 
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(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula

2. Bertambah

1. Semula

. 2. Bertambah

c. Belanja Bunga

1. Semula

2. Berkurang

e. Belanja Hibah

1. Semula

2. Bertambah

Jr"rrnlah belanja peghwai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp.

Rp. r.168.666.835. r92,OO

Rp. 193.21O.845.17O,OO
' Rp. 1 .36 1 .877 .680 .362 ,OO

1.088.306.373.344.OO

Rp. - 226.623.595.605.00

Rp. 1 .3I4.929.968.949,OO

Rp. t6.307 .361 .501,00

Rp. (16.307.361.501.o0)

Rp. O,OO

Rp. 2.282.650.000,00

Rp. (a50.OOO.ooo.oo)

Rp. 1.832.650.000,00

1 89 . 506. O 53 .7 49 ,OO

Rp. 243.7O3.319.819.0O

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Jumlah belanja Bunga setelah perubahan

d. Belanja Subsidi

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan

Rp.

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 433.2O9.373.568,00
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(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis Belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

1. Semula 

2. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

1.168.666.835.192,00 

193.210.845.170,00 

Rp. 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula 

. Rp. 1.361.877.680.362,00 

1.088.306.373.344,00 

16.307.361.501,00 Rp. 

- 2. Bertambah RD. 226.623.595.605,00 

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 1.314.929.968.949,00 

c. Belanja Bunga 

1. Semula 

2. Berkurang Rp. (16.307.361.501,00) 

Jumlah belanja Bunga setelah perubahan 

d. Belanja Subsidi 

Rp. 0,00 

Rp. 1.832.650.000,00 

Rp. 1. Semula 2.282.650.000,00 

2. Berkurang Rp. (450.000.000,00) 

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan 

e. Belanja Hibah 

Rp. 1. Semula 189.506.053.749,00 

2. Bertambah Rp. 243.703.319.819,00 
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 433.209.373.568,00 



f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 26.889.500.000,00

2. Bertambah Rp. 448.200.000,0O

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 27.337.7OO.OOO,OO

(3) Belzrnja Modal sebagaimar-ra dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
a Belanja Modal Tanah

. 1. Semula Rp. - 00,OO

2. Bertambah Rp. 37.721.800.0OO.OO

Jumlah belanja Modal ranah setelah perubahan Rp. 37.721.800.000,00

b. tselanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp. 54.440.583.048,00

2. Bertambah Rp. 102.995.611.774.00

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 157.436.194.822,OO

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

l. Semula Rp. 307.747.991.814,00

2. Bertambah Ro. 54.966.565.173.00

Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 362.714.556.987,00

f. Belanja Bantuan Sosial 

1. Semula 

2. Bertambah 

12 

Rp. 

Rp. 

26.889.500.000,00 

448.200.000,00 

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 27.337.700.000,00 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis Belanja: 
a Belanja Modal Tanah 

1. Semula 

2. Bertam bah 
Rp. 

Rp. 

00,00 

37. 721.800.000,00 

Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 37. 721.800.000,00 

2. Bertam bah Rp. 

54.440.583.048,00 

102.995.611.774,00 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

1. Semula Rp. 

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 157.436.194.822,00 

2. Bertambah Rp. 

307.747.991.814,00 

54.966.565.173,00 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1. Semula Rp. 

Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 362.714.556.987,00 
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp. 37.099.525.665,00

2. Bertambah Rp. 14.443.271.179.00

.Iurnlah belanja Modai Jalan, -Iaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 5I.542.796.844,OO

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp. 9.576.773.216,00

-2. Bertambah Rp. . 2.L2O.382.947.OO

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 11.697.156.163,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp. 2.573.650.000,00

2. berkurang Rp. (823.650.0O0.00)

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 1.750.000.000,00

(41 Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 70.976.685.541,00

2. Berkurang Rp. (9.85a.6S6.Sa6.00)

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 6I.12I.998.695,00
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2. Bertambah Rp. 

37 .099.525.665,00 

14.443.271.179,00 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

1. Semula Rp. 

Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 51.542.796.844,00 

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

1. Semula 

-2. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

9.576. 773.216,00 

2.120382.947,00 

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 11.697.156.163,00 

f. Belanja Modal Aset Lainnya 

1. Semula Rp. 2.573.650.000,00 

2. berkurang RD. (823.650.000,00) 

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 1.750.000.000,00 

(4) Belanja Tidak Terduga 

1. Semula Rp. 70. 976.685.541,00 

2. Berkurang Rp. (9.854.686.846,00) 

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 61.121.998.695,00 
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(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 182.615.112.782,00

2. Bertambah Rp. 121.689.527.925.00

.Iumleili trelanja Bagi l{asil setelah perubahan Rp. 304.304.640.707,OO

b Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 95.669.018.100,00

2. Bertambah Rp. 56.044.775.069.00

- .Itttnlah belan;a Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. I51.713.793.169,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertambah Rp. 2O5.62a.738.29I.OO

Jumlah setelah perubahan Rp. 2O5.624.738.29L,OO

2l Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 263.446.874.000,00

2. Berkurang Rp. (263.aa6.87a.00O.O0)

Jumlah setelah perubahan Rp. O,OO

14 

182.615.112.782,00 Rp. 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri darijenis Belanja: 

a. Belanja Bagi Hasil 

1. Semula 

95.669.018.100,00 Rp. 

2. Bertambah Rp. 121.689.527.925,00 

Jumlah belanja Bagi I-Iasil setelah perubahan Rp. 304.304.640.707,00 

b Belanja Bantuan Ke~angan 

1. Semula 

- Juralah bclanja Bantuan Keuangan setelah perubahan 

2. Bertambah Rp . 56.044. 775.069,00 

Rp. 151.713.793.169,00  

Pasal 4 

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 

a. Penerimaan 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya 

Rp. 205.624.738.291,00 

263.446.87 4.000,00 

(263.446.874.000,00) 

Rp. 0,00 

00,00 

205.624. 738.291,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

2. Berkurang 

Jumlah setelah perubahan 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah setelah perubahan 

2) Penerimaan Pinjaman Daerah 

1. Semula Rp. 
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b. Pengeluaran

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertarnbah Rp. 5O.OOO.OOO.OOO.O0

Jumlah pengeluaral setelah perubahan Rp. 50.000.O00.OOO,OO

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

ia.qal 1, 'r.icar!'Lurl dalarn Lampiran yang rnerupakan bagiar r ticlak telpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1. Lanpiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi.

3. Lampiran IU Rincian Perubahan APBD MeDurut Ur-usan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan

Kegiatan;

5. krnpiran V RekapituLasi Belarja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintalan
Daerah dal Fungsi Dalam Kerangka PengeloLaan Keuangal Daerah;

6. Lampiran VI RekapituLasi BeLanja untuk Pemenuhan SPM.

b. Pengeluaran 

Penyertaan Modal Daerah 

1. Semula 

2. Bertambah 
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Rp. 

Rp. 

00,00 

50.000.000.000,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 50.000.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa! 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi. 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM. 

1. Lampiran I 



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam kmbaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal September 2022

IRI PRASTA

Diundangkan di ManguPura
ber 2022

TEN BADUNG,

ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ISADUNG
NOREG PERATURAN DAERAH KEBUPATEN

TAHUN 2022 NOMOR I1
BADUNG, PROVINSI BALI : ( 11,67 I 2022l'.
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Pasal6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya . . . 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal September 2022 

Diundangkan di Mangupura 

o "," SEKR A, R TEN BADUNG, 

· +  % l 
I , 

I WA' ., ARNAWA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 11 
NOREG PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BADUNG, PROVINS! BALI: ( 11,67/ 2022). 



Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

2022

10 199903 i OO8

a

Salinan sesuai dengan aslinya 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. Kabupaten Badung, 

e s e a 
. 0 199903 1 008 
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PENJELASAN

PERATURAN DABRAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 2022
. TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI'ANJA

DAERAH TAHI.'N ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalarii rangka melaksanakan pengelolaan keuanga-n daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan PemerintaLr

Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dal peraturan pelaksalaanya, yakni Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedornalr Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

P€r.aturalDaerahdidasarkanpadaAzasUmumPengelolaanKeuanganDaerahsesuaiPeraturanMenteriDalam

Negeri Nomor 7z .fa!run2o2o, keuangan d,aerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

€lisien'ekonomis,transparandanbertanggungjawabdenganmemperhatikanazaskeadilan,kepatutan,danmanfaat
untuk masyarakat.

peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui

bersarna oleh pemerintah daerah dan DPRD'

17 

PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

I. UMUM 

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. 
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

' Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

C ukup Jelas

Pa.sal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup.-Ielas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 


